BAB 111
PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan analisa terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam
penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Sanksi pidana mati di Indonesia masih sesuai karena sanksi pidana mati
dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pelangaran hak asasi manusia dan sanksi
pidana mati dapat menjamin perlindungan kepada korban tindak pidana serta
masyarakat umum. Sanksi pidana mati dipandang tidak sesuai jika sanksi pidana mati
dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana ringan. Sanksi pidana mati hendaknya

dijatuhkan terhadap tindak pidana yang khusus.

Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas diajukan beberapa saran sebagai berikut :

Sanksi pidana mati hendaknya diatur dalam pasal tersendiri dan tidak
termasuk dalam pidana pokok, melainkan diatur sebagai sanksi pidana khusus yang
mengatur tentang tindak pidana khusus pula serta hakim diharapkan berhati-hati dan

tidak dengan mudah menjatuhkan sanksi pidana mati.
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